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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA 

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 huruf b dan huruf c 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 yang mengamanatkan bahwa Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan 
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kegiatan lanjutan serta kewajiban lainnya yang sampai 
dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan; 

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus lnspektora;! 
Kabupaten Tana Toraja atas kegiatan/pekerjaan yang diusulkan 
sebagai DPAL dan Utang Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahu 
Anggaran 2017 Nomor 700.702/ 14/Insp/V /2017 Tanggal 12 Mei l [ 

. 2017, untuk menganggarkan DPAL dan Utang kegiatan/pekerjaan , 
Tahun Anggaran 2016 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja \. 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 

c. bahwa karena terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan 
asumsi kebijakan umum anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya 
sehingga harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, 
antar kegiatan, dan antar jenis belanja, serta penambahan anggaran 
belanja pada beberapa Perangkat Daerah yang pendanaannya dari 
penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 
sebelumnya; � 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 
66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembent1:1,-kan 
Daerah-daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pen elenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negar� Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor - 15 Tahun 2004 tentang -Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lernbaran 
Negara "Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66\ Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4400); 

� 1 . . 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan / 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daer:r 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan { 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); . L 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, · Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); �- 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan / 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahari 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lemba- 
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tamba- 



han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); ·· 

14. Peraturah �etrierirltah Noniot · 54 .Thhun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah :/t�mb�a; Negara 'Republik Indonesia'! Tahun 2005 Nomor 
136, Tainbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimban 
gan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republii ly · 
Indonesia Norn or 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peratur 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Ata 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia / 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan n 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 l. 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo7tr) 
4578); t v;._ 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peratur,an Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerirttahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2CHO 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

24. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 (Lernbaran. 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); · .. -, 

: . . . '. 

25. Peraturan Menteri Dalam ;Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedom�· Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana .telah diubah 
beberapa kali tetakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011 tehtang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah; . 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2oosj 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 

29. Peratura.n Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 
/ tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah ( Lembaran 

Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11); /JJ!J. 

31. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 Tenta� 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja 
Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 
Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun: Anggaran 2017; 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 66 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 



telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor O 1 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah 
se bagai beriku t: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 terdiri atas: 

1 . Pendapatan 
a. Pendapatan,Asli Daerah 

Semula Rp 106,000,000,000.00 
Bertambah/ Berkurang Rp 0.00 ----'=--������������ 
Menjadi Rp 106,000,000,000.00 

b. Dana Perimbangan 
Semula Rp 772,976,737,000.00 
Bertambah/Berkurang Rp 0.00 ----'=--������������ 
Menjadi Rp 772,976,737,000.00 

c. Lain-lain P endapatan Daerah yang sah 7/- Semula Rp 135,326,804,000.00 
Bertambah/Berkurang Rp 0.0 ----'=--������'--����� 
Menjadi Rp 135,326,804,000.00 

Jumlah Pendapatan 
Semula 
Bertambah/ B erkurang 
Menjadi 

2 . Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 
Sern.ula 
Bertam bah/ Berkurang 
Menjadi 

2) Belanja Bunga 
Semula 
Bertambah/ Berkurang 
Menjadi 

3) Belanja Subsidi 
Semula 
Bertambah/ Berkurang 
Menjadi 

4) Belanja Hibah 
Semula 
Bertam bah/ Berkurang 
Me n iad i 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

Rp 
Rp 
Rp 

1,014,303,541,000.00 
0.00 

1,014,303,541,000.00 f 

386,741,173,995.00 V 
0.00 � 

. 386, 741, 173,995.00 

115,000,000.00 
0.00 

115,000,000.00 

3,600,000,000.00 
0.00 

3 ,600 ,000 ,000 .00 

-� 
4,427 ,300,000.00 

0.00 
4,427 ,300,000.00 



5) Belanja bantuan sosial 
Semula Rp 648,000,000.00 
Bertam bah/ Berkurang RE 0.00 
Menjadi Rp 648,000,000.00 

6) Belanja bagi hasil 
Semula Rp 1,007,500,000.00 
Bertambah/Berkurang ·RE 0.00 
Menjadi Rp 1,007 ,500,000.00 

7) Belanja bantuan keuangan 
Semula Rp 14 7, 919,578,280.00 
Bertam bah/ Berkurang RE 1! 144!735!265.00 
Menjadi Rp 149,064,313,545.00 

8) Belanja tidak terduga Rp 500,000,000.00 
RE 0.00 
Rp 500,000,000.00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung 
Semula Rp 544,958,552,275.00 
Bertam bah/ Berkurang R 1,144,735,265.00 
Menjadi Rp 546,103,287,540.0 

b. Belanja Langsung 
1) Belanja Pegawai 

Semula Rp 55,348,912,000.00 
Bertambah / Ber kurang RE 1!939!742!500.00 ( Menjadi Rp 57,288,654,500.00 

2) Belanja Barang dan Jasa 
Semula Rp 192,956,376,625.00 
Bertambah/ Berkurang R 4 809 859 664.00 
Menjadi Rp 197 ,766,236,289.00 

3) Belanja Modal 
Semula Rp 231,085,624, 100.00 
Bertam bah/ Berkurang RE 70180011441770.00 
Menjadi Rp 301,885, 768,870.00 

Jumlah Belanja Langsung 
Semula Rp 4 79,390,912, 725.00 
Bertam bah/ Berkurang RE 77154917461934.00 
Menjadi Rp 556,940,659,659.00 

Jumlah Belanja � 
Semula Rp 1,024,349,465,000.00 
Bertambah/ Berkurang RE 78269424822199.00 
Menjadi Rp 1, 103,043,947, 1 g9.oo 

Surplus/ Defisit Rp (88, 740,406, 199.00) 



3 . Pembiayaan 
1) Penerimaan Pembiayaan 

Semula 
Bertambah/ Berkurang 
Menjadi 

Rp 
Rp 
Rp 

13,332,620,000.00 
78,694,482, 199.00 

92,027,102,199.00 

2) Pengeluaran Pembiayaan 
Semula 
Bertambah / Berkurang 
Menjadi 

Rp 
Rp 
Rp 

3,286,696,000.00 
0.00 

3,286,696,000.00 

Jumlah Pembiayaan Netto 
Semula . 

\ .. 
Bertambah/ berkurang 
Menjadi 

Rp 
.Rf! 

10,045,924,000.0Q .: 
78,694,482,199.00 
88, 740,406,199.00 

. �·· 

Sisa lebih pd�biayaan aligarati �� 0.00 
/'. .. . • . ' .. . ; ' c" ", 

2. Lampiran I, Lampit�h 11: darr Ultri�itEtf?. ttt i'er�Htrlllt Bupati Tana Toraja Nomor 
66 Tahun 2016 tettti:ltig i=>enjab�Et.ti)\h!mltf-Mi }endapatart dan Belanja Daerah 

, Tahun Anggaran 2Q11._ seba.gaimah�.:\el� �i�bdh dengan Peraturan Bupati Tana 
Toraja Nomor 01 1Eiliun '2017 tenHittg Pettibahkn atas Pe'raturan Bupati Tana 
Toraja Nomor 66 tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bupati ini dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja. 

Ditetapkan di Makale 

n pada tanggal 17 Mei 2117 

lBUPATITANATORAJA, � 

kICODEMUS BIRI GKANAE ( 

Diundangkan di Makale 
pada tang al 'f7 Mei 2117 

TARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, 

RAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2017 NOMOR 1'1 
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